TABEL T-C.23.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Kabupaten Kebumen

No

Indikator Kinerja

sesuai Tugas dan

Fungsi Perangkat
Daerah

Target
NSPK

Target
IKK

Target
Indikator
Lainnya

Target Renstra Perangkat Daerah
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Jumlah orang bagi
pelatihan SPI,
BINTEK, SAKETAP

40

40

100

Jumlah Penilaian
Kesehatan

Koperasi Simpan
Pinjam/Unit Simpan
Pinjam Koperasi

20

20

100

Jumlah Koperasi
yang sehat

Jumlah
Pemeriksaan dan
Pengawasan
Koperasi, Koperasi
Simpan Pinjam/Unit
Simpan Pinjam
Koperasi

70

40

57

Jumlah Koperasi
yang patuh
terhadap
peraturan/regulasi
Koperasi

30

30

100

Jumlah Koperasi
dan

Pembinaan
Koperasi yang
dinilai

20

20

100

Presentase
Koperasi Sehat

92

33,33

40 | 46,67 53,33

92

36,67 83,33| 77,36

100

110,02

208,33

165,76




Jumlah Koperasi
yang Patuh
terhadap Peraturan
Perundang-
undangan Kab/Kota

140

120

85,71

Persentase
Peningkatan
Volume Usaha
Koperasi

0,74

12

10

Jumlah koperasi
akuntabel

140

80

90

90

123

174

170

87,86

217,50

188,89

11

Jumlah Koperasi
yang Memenuhi
Peraturan
Perundang-
Undangan
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Kinerja

115

120

104,35

12

Persentare
Peningkatan
Koperasi Akuntabel

45,21

49,14

13

Jumlah Koperasi
yang telah
dilakukan
Pemeriksaan dan
Pengawasan

20

25

20

20

100

14

Persentase SDM
Koperasi yang
Kompeten

17,53

20,36

29,90

36,08

6,27

17,53

20,36

100

100

2,73

15

Jumlah kegiatan
pendidikan dan
pelatihan
perkoperasian yang
diselenggarakan

100

100

66,67




16

Jumlah orang yang
mengikuti pelatihan
komputerisasi
akuntansi, pelatihan
manajemen resiko,
pelatihan on line
koperasi dan
sosialisasi
peraturan
perkoperasian

120

120

100

17

Jumlah SDM
koperasi yang
kompeten

150

135

150

155

100

115

18

Prosentase
Peningkatan
kegiatan pendidikan
dan pelatihan
perkoperasian

66,67

25

19

Jumlah SDM yang
Memahami
Pengetahuan
Perkoperasian

150

135

90

485

25

150

155

90

100

114,81

100

20

Persentase
Advokasi kepada
Koperasi

22,19

29,59

25,34

25,89

22,19

29,59

24,80

100

100

413,26

21

Persentase
pemberdayaan
perlindungan
koperasi

100

75

75

22

Jumlah Koperasi
yang mengikuti
kegiatan
pemberdayaan dan
perlindungan
koperasi

50

120

24

20

51

174

24

102

145

100

23

Peningkatan
Koperasi yang
mengikuti kegiatan
pemberdayaan dan
perlindungan
koperasi




24

Jumlah orang
perwakilan koperasi
yang mengikuti
pemberdayaan dan
perlindungan

120

90

75

25

Jumlah SDM yang
memahami
pengetahuan UKM
dan Kewirausahaan

140

174

124

26

Koperasi dengan
Keanggotaan
Daerah
Kabupaten/Kota

24

20

25

24

100

27

Pembinaan
dan/atau
Pendampingan
yang dilaksanakan

28

Peningkatan
Jumlah UMKM

550

517

94

29

Persentase
Peningkatan
UMKM yang
Berkualitas

10,27

10,27

10,89

11,74

12,74

10,27

12,42

11,82

100

120,93

108,54

30

Jumlah Paket
teridentifikasi
penyelenggaraan
Pendampingan
UMKM

500

517

103

31

jumlah lokasi
kemitraan UMKM
pada lokasi wisata

60

32

Jumlah Paket
Pembinaan Jejaring
UKM produktif

60

33

Jumlah Paket
teridentifikasi
penyelenggaraan
Pendampingan
UMKM

10

10

100




34

Jumlah orang
sarasehan dengan
pemangku
kepentingan

100

100

100

35

Jumlah paket
pengurus
komunitas/
kelompok
UMKM

100

36

Jumlah Paket
Rangka
Peningkatan
UMKM Mikro
menjadi Kecil

100

37

Jumlah UMKM
yang teridentifikasi
berpotensi naik
kelas

200

600

209

675

105

113

38

Jumlah usaha
mikro yang terbina

284

308

384

239

284

308

1622

100

100

422,40

39

Peningkatan jumlah
usaha mikro yg
terbina

194

225

40

Jumlah Usaha
Mikro yang Telah
Mendapatkan
Perizinan

120

180

200

200

166,67

41

Jumlah Unit Usaha
yang Telah
Menerima
Pembinaan dan
Pendampingan
Terhadap Usaha
Mikro

14

14

25

188

1342,86

42

Jumlah Usaha
Mikro yang
Meningkat
Omsetnya

35

40

45

50

35

40

275

100

100

611,11

43

Jumlah unit usaha
mikro terbina yang
meningkat
omsetnya

35

35

100




44

Persentase
Pertambahan
Usaha Mikro

1,95

2,08

45

Jumlah UKM yang
meningkat skala
usahanya

200

100

300

20

225

100

330

113

100

110

46

Jumlah Unit Usaha
Mikro yang
Terfasilitasi dalam
Pengembangan
Produksi dan
Pengolahan,
Pemasaran, SDM,
serta Desain dan
Teknologi

225

225

100

a7

Jumlah Paket
Kegiatan
Penunjang Urusan
Kewenangan
Pengelolaan

48

100

Keuanaan daerah
Jumlah orang yang
mengikuti pelatihan
pengembangan
SDM UMKM

30

30

100

49

jumlah Orang yang
mengikuti
Sosialisasi
kebijakan UMKM

25

100

400

50

Jumlah orang yang
mengikuti
sosialisasi dan
fasilitasi PIRT

20

20

100

51

Peningkatan
Volume Usaha
Mikro yang
difasilitasi

1.027.000.000

1.129.700.000

52

Jumlah Usaha
Mikro yang
Terfasilitasi

225

250

1130

128

520

1242

231,11

496,80

53

Cakupan Pelayanan
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100




54

Nilai SAKIP

71,00

72,00

55

Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)

90,40

90,45

56

Jumlah dokumen

perencanaan yang
tersusun + jumlah
dokumen evaluasi
perangkat daerah

yang tersusun

34

34

11

34

100

57

Jumlah dokumen
perencanaan
perangkat daerah

12

13

13

16

22

12

13

13

16

100

100

100

100

58

Jumlah Laporan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

12

18

100

100

100

300

59

Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN

112

107

100

111

111

112

107

100

100

100

100

60

Jumlah bulan
administrasi
keuangan
perangkat daerah

12

12

12

12

12

12

100

100

61

Jumlah dokumen
penatausahaan dan
pengujian/ verifikasi
keuangan SKPD

12

12

36

51

51

12

12

36

100

100

100

62

Jumlah kegiatan
diklat dalam satu
tahun

100

100

100

63

Jumlah Pegawai
Berdasarkan Tugas
dan Fungsi yang
Mengikuti
Pendidikan dan
Pelatihan

64

Jumlah Orang yang
Mengikuti
Sosialisasi
Peraturan
Perundang-
Undangan




65

Tersedianya
komponen instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
yang disediakan

12

12

12

12

12

100

100

75

66

Jumlah bulan
penyediaan
administrasi umum
perangkat daerah

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

100

100

100

100

67

Terlaksananya
komponen instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
yang disediakan

12

12

12

12

12

12

100

100

100

68

Jumlah Paket
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
yang Disediakan

12

100

69

Jumlah Bulan
Penyediaan Bahan
Logistik Kantor

12

12

12

12

12

12

12

12

100

100

100

100

70

Jumlah Paket
Bahan Logistik
Kantor yang
Disediakan

12

12

12

100

100

71

Jumlah Bulan
Penyediaan Barang
Cetak dan
Penggandaan

12

12

12

12

12

12

12

12

100

100

100

100

72

Jumlah Paket
Barang Cetakan
dan Penggandaan
yang Disediakan

12

12

12

12

12

12

12

100

100

100

73

Jumlah Bulan
Penyediaan Bahan
Bacaan surat Kabar
dan Majalah

12

12

12

12

100

100




74

Jumlah Dokumen
Bahan Bacaan dan
Peraturan
Perundang-
Undangan yang
Disediakan

12

12

12

12

12

12

12

100

100

100

75

Jumlah Bulan
Penyediaan
Bahan/Material

12

12

12

12

12

12

100

100

100

76

Jumlah Paket
Bahan/Material
yang Disediakan

12

12

12

12

12

100

100

7

Jumlah rapat
koordinasi dan
konsultasi

12

12

12

12

12

12

100

100

100

78

Jumlah Laporan
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi
dan Konsultasi
SKPD

120

12

12

120

12

100

100

79

Terlaksananya
Pengadaan Barang
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah

100

80

Jumlah Dokumen
Penatausahaan
Arsip Dinamis pada
SKPD

120

12

12

120

12

100

100

81

Jumlah Unit
Pengadaan Barang
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah
Daerah

100

82

Jumlah Unit
Pengadaan
perlalatan dan
mesin lainnya

61

61

100

100

83

Jumlah pengadaan
meubel

81

81

100

84

Jumlah Unit Mebel




85

Jumlah Unit Sarana
dan Prasarana
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya yang
Disediakan

100

86

Jumlah Unit
Peralatan dan
Mesin lainnya yang
disediakan

22

16

87

Jumlah Kegiatan
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintah daerah

100

88

Jumlah bulan
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

100

100

100

100

89

Jumlah Bulan
Pelayanan Surat
Menyurat

12

12

12

12

12

12

100

100

100

90

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Surat Menyurat

12

12

12

12

12

12

100

100

91

Jumlah bulan
penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik

12

12

12

12

12

12

100

100

100

92

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik yang
Disediakan

12

12

12

12

12

12

100

100

93

Jumlah bulan
Penyediaan Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor

12

12

12

12

12

12

100

100

100

94

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor yang
Disediakan

12

12

12

12

12

12

100

100




95

Jumlah bulan
Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum
Kantor

12

12

12

12

12

12

100

100

100

96

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum
Kantor yang
Disediakan

12

12

12

12

12

12

100

100

97

Jumlah unit
pemeliharaan
barang milik daerah
penunjang urusan
pemerintah daerah

66

66

100

98

Jumlah unit
kendaraan
dinas/operasional
atau lapangan +
jumlah unit
peralatan dan
mesin lainnya
terpelihara

66

66

81

106

66

66

100

100

99

Jumlah Kegiatan
Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan

100

100

Jumlah unit
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan

62

62

62

62

100

100

101

Jumlah Kendaraan
Perorangan Dinas
atau Kendaraan
Dinas Jabatan yang
Dipelihara dan
dibayarkan
Pajaknya

64

78

64

74

100

95

102

Jumlah Kendaraan
Dinas Operasional
atau Lapangan
yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajak
dan Perizinannya

62

7




103

Jumlah unit gedung
kantor dan
bangunan lain
terpelihara

100

100

100

104

Jumlah gedung
kantor dan
bangunan lainnya
yang dipelihara/
direhabilitasi

100

100

105

Jumlah Peralatan
dan Mesin Lainnya
yang Dipelihara

25

106

Jumlah Mebel yang
Dipelihara

10

i

Nilai Pendapatan
Retribusi Pasar

7722

7.722.334.000

7232

100

100

93,65

108

Persentase
Peningkatan Nilai
Pendapatan
Retribusi Pasar

7,8

0,5

7,8

109

Jumlah Pasar yang
ber SNI

110

Jumlah sarana
distribusi
perdagangan yang
dikelola

100

100

100

111

Jumlah Unit Sarana
Distribusi
Perdagangan yang
tersedia

100

100

112

Jumlah sarana
distribusi
perdagangan

100

100

100

113

Jumlah pasar yang
terlayani kebersihan
dan tersedianya
SDM pengelola

100

100

114

Jumlah Fasilitasi
Pengelolaan Sarana
Distribusi
Perdagangan

100

100

100

115

Jumlah Kegiatan
fasilitasi Sistem
Resi Gudang




116

Jumlah laporan
identifikasi lembaga
dan komoditas
potensial Sistem
Resi Gudang

117

Jumlah Hasil
Pembinaan
Pengelola Sarana
Distribusi
Perdagangan

100

100

100

118

Jumlah Hasil
Pemberdayaan
Pengelola Sarana
Distribusi
Perdagangan

100

119

Persentase
Terbinanya
Pengelola Sarana
Distribusi
Perdagangan

9,47

11,58

120

Jumlah Dokumen
Hasil Pembinaan

dan Pengendalian
kepada Pengelola
Sarana Distribusi
Perdagangan

100

100

121

Jumlah Pembinaan
dan Pengendalian
Pengelola Sarana
Distribusi
Perdagangan

100

100

122

Jumlah
Pemberdayaan
Pengelola Sarana
Distribusi
Perdagangan

100

100

123

Jumlah Dokumen
Hasil Pembinaan

dan Pengendalian
kepada Pengelola
Sarana Distribusi
Perdagangan

100

100

124

Inflasi Barang
Kebutuhan Pokok
pada Pasar

15

15

15

15

1,50

15

15

15

15

100

100

100

100

12

[$2)

Disparitas Harga




126

Persentase Jumlah
Barang yang
tersedia di Agen
dan Distributor

75,22

75,70

127

Jumlah Kegiatan
Pengawasan
Barang Kebutuhan
Pokok dan Barang
Penting

277

329

329

329

381

277

277

277

381

100

84

84

116

128

Jumlah Laporan
Koordinasi dan
Sinkronisasi
Ketersediaan
Barang Kebutuhan
Pokok dan Barang
Penting di Tingkat
Agen dan Pasar
Rakvat

277

381

381

381

381

277

277

381

100

72,70

100

129

Jumlah Hari
Pemantauan Harga
dan Stok Barang
Kebutuhan Pokok
dan Barang Penting

365

365

365

365

365

365

365

365

365

100

100

100

100

130

Jumlah Dokumen
Pengendalian
Harga dan Stok
Barang Kebutuhan
Pokok dan Barang
Penting di Tingkat
Pasar
Kabupaten/Kota

24

131

Jumlah laporan
pemantauan harga
dan stok Barang
Kebutuhan Pokok
dan barang Penting
pada pasar rakyat
yang terintegrasi
dalam sistem
informasi
perdagangan

365

365

365

365

365

365

365

365

365

365

100

100

100

100

132

Jumlah Laporan
Pelaksanaan
Operasi Pasar
Reguler dan Pasar
Khusus yang
Berdampak dalam
1 (Satu)
Kabupaten/Kota




133

Persentase
Peningkatan Nilai
Ekspor
Perdagangan

11

134

Nilai Ekspor
Perdagangan

1.900

2.100

2.200

42.207.302.028

41,746

100

1,99

135

Jumlah Pembinaan
dan promosi
pengembangan
produk ekspor

100

136

Jumlah Pembinaan
dan Promosi
Pengembangan
Usaha Produk
Ekspor

100

100

137

Jumlah Pelaku
Usaha Produk
Ekspor Unggulan
yang Dibina

100

138

Jumlah Pelaku
Usaha yang
Difasilitasi dalam
Misi Dagang
Produk Ekspor
Unggulan

100

139

Persentase UTTP
yang Tertera

53,97

58,88

68,69

44,16

53,97

58,88

92,96

100

100

135,33

140

Persentase Alat
Ukur, Takar,
Timbang, dan
Perlengkapan
(UTTP) yang
tertera

8,41

13,09

141

Jumlah
pelaksanaan dan
pengawasan
metrologi legal

2000

2780

2248

3290

2250

2780

2248

5295

100

100

160,94

142

Peningkatan
Jumlah Pasar
Tertib Ukur (PTU)

143

Jumlah Alat Ukur,
Alat Takar, Alat
Timbang, dan Alat
Perlengkapan
Ditera Ulang

2428

3290

2250

3500

2428

5295

160,94




144

Jumlah Pelaku
Usaha di Bidang
Metrologi Legal
yang Dibina

70

145

Jumlah Unit Hasil
Penyidikan
Metrologi Legal

146

Cakupan
Pemasaran Produk
UMKM

68,77

70,27

71,77

73,27

68,77

70,27

99,19

100

100

138,21

147

Persentase
pelaksanaan
belanja Produk
Dalam Negeri

92,34

92,40

71,77

148

Jumlah kegiatan
pemasaran produk
dalam negeri

100

100

0,00

149

Nilai Omset UMKM
yang difasilitasi
Pameran Promosi
dan Pemasaran
Dalam Negeri

500.000.000

525.000.000

150

Jumlah UMKM
yang Melakukan
Pemasaran Produk
Dalam Negeri
Melalui Kemitraan
dengan Retall,
Marketplace,
Perhotelan dan
Jasa Akomodasi

100

0,00

151

Jumlah Umkm
Yang Memperoleh
Fasilitasi Promosi
Penggunaan
Produk dalam
Negeri di Tingkat
Kabupaten/Kota

350

50

40

351

100

152

Jumlah UMKM
yang memperoleh
fasilitasi pemasaran
produk dalam
negeri melalui
kemitraan dengan
retail, marketplace,
perhotelan dan jasa
akomodasi

15




153

Persentase
Pertumbuhan
Produksi Gula
Kelapa dan Rokok
Bercukai

4,35

15,13

20,43

31,50

26,35

17,24

174,16

84,39

154

Kontribusi Sektor
Industri terhadap
PDRB

23,11

23,53

155

Jumlah Industri
yang terbina

100

300

50

60

80

300

55

80

100

110

156

Jumlah koordinasi
sinkronisasi dan
pemantauan
perwilayahan
industri

20

20

100

157

Persentase Jumlah
IKM yang
meningkat Volume
Usaha

80

82

158

Jumlah Dokumen
Hasil Koordinasi,
Sinkronisasi dan
Pelaksanaan
Kebijakan
Percepatan,
Pengembangan,
Penyebaran dan
Perwilayahan
Industri

100

100

159

Jumlah
perencanaan/pemb
angunan kawasan
industri hasil
tembakau

100

160

Jumlah Dokumen
Hasil Koordinasi,
Sinkronisasi, dan
pelaksanaan
Pembangunan
Sumber Daya
Industri

100

100




161

Jumlah
perkumpulan
industri yang
mendapatkan
bantuan sarana dan
prasarana industri

100

100

162

Jumlah Dokumen
Hasil Koordinasi,
Sinkronisasi, dan
Pelaksanaan
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana Industri

100

100

163

Jumlah Dokumen
Hasil Koordinasi,
Sinkronisasi, dan
Pelaksanaan
Pemberdayaan
Industri dan Peran
Serta Masyarakat

100

100

164

Jumlah objek
pengawasan
jaminan produk
halal yang dapat
diawasi

Jumlah program
pengawasan
Jaminan produk
halal yang dapat

165

12

Persentase
Dokumen Perijinan
yang Terfasilitasi

100

100

100

100

76,57

100

100

100

100

100

100

166

Prosentase
Dokumen yang
terfasilitasi

70,51

76

167

Jumlah dokumen
perijinan industri
yang terfasilitasi

160

64

60

95

160

64

60

100

100

100

168

Peningkatan jumlah
izin usaha industri
yang terfasilitasi

50

15




169

Jumlah Dokumen
Hasil Koordinasi
dan Sinkronisasi
Pengawasan
Perizinan di Bidang
Industri dalam
Lingkup Perizinan
Usaha Industri,
Perizinan Perluasan
Usaha Industri,
Perizinan Kawasan
Industri dan
Perizinan Perluasan
Kawasan Industri
Kewenangan
Kabupaten/Kota

64

45

95

150

64

45

100

100

170

Jumlah dokumen
hasil Koordinasi
dan Sinkronisasi
Pengawasan
terhadap Perizinan
Berusaha industri
dengan skala usaha|
Industri Kecil dan
Industri Menengah
yang berlokasi di
satu Kab./Kota
sepanjang
merupakan
Penanaman Modal
Dalam Negeri dan
selain bidang usaha
tertentu yang
menjadi
kewenangan
pemerintah pusat

95

110

171

Jumlah Dokumen
Informasi Industri

100

100

100

172

Tersedianya
informasi Industri
secara lengkap dan
terkini

100

100




173

Jumlah dokumen
Informasi Data
Industri

0 0 |100| 100 100 100 0 0

174

Peningkatan
fasilitasi Sertifikat
TKDN

175

Jumlah Dokumen
Hasil Fasilitasi
Pengumpulan,
Pengolahan dan
Analisis Data
Industri, Data
Kawasan Industri
serta Data Lain
Lingkup
Kabupaten/Kota
Melalui Sistem
Informasi Industri
Nasional (SlINas)

176

Jumlah Dokumen
Hasil Pemantauan
dan Evaluasi
Kepatuhan
Perusahaan
Industri dan
Perusahaan
Kawasan Industri
Lingkup
Kabupaten/Kota
dalam
Penyampaian Data
ke SlINas

Kebumen, 2025

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Kebumen

Haryono Wahyudi, ST., MT.
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